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 The purpose of this research was to determine the filing of the Certificate 
of procedure Free (LCS) of article 4 paragraph 2 of Income Tax on income from 
transfer of land rights and/ or buildings in the KPP Pratama Klaten and to 
determine the level of development of the filing of the decree from year to year. In 
addition, to determine the impact that appears to fiscus after issuance of the LCS. 
Author in conducting research using interviews against those who are 
competent in that field as well as collecting documents or data relevant to the topic 
throughout. 
Results from studies that have done the author is the filing procedure in 
KPP Pratama LCS Klaten has complied with the Director General of Tax No. 30/ 
PJ/ 2009. Starting in 2009-2011 the percentage of filings LCS has developed very 
rapidly. The highest increase was in 2011 which reached 36-fold, or by 3.633,3% 
with the proposed limit of 250. With the publication of this decree affects the 
amount of income tax receipts. Set targets can not be realized properly. 
In conclusion with the publication of this decree, can ease the Taxpayer 
underprivileged or low income under the personal exemption (PTKP). 
In the issuance of this decree should be done correctly in order to study in 
the issuance of the LCS is not misplaced and does not cause social jealousy for the 
community. For the taxpayer if, after issuance of the decree but SPPT/ STTS still 
listed the old owner's name, should make filing tax returns rectification SPPT/ 
STTS land and building tax to the delivery of Building and Land Tax payments are 
not found difficulty in finding a new taxpayer, in addition to Taxpayers who do not 
pay the old Land and building tax from the tax object that has been diverted. 
   
 





















































































































































Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa 
bahagia, tetapi hanya kamu sendiri yang menangis; dan pada 
kematianmu semua orang menangis sedih, tetapi hanya kamu sendiri 
yang tersenyum. (Mahatma Gandhi) 
š  
Sebetulnya hidup ini sangat sederhana, tetapi kita merumitkannya 
dengan rencana yang tidak kita laksanakan, dengan janji yang tidak 
kita penuhi, dengan kewajiban yang kita lalaikan, dan dengan 
larangan yang kita langgar. (Mario Teguh) 
š  
Ketika satu pintu tertutup, pintu lain terbuka, namun terkadang 
kita melihat dan menyesali pintu tertutup tersebut terlalu lama 
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A. GAMBARAN UMUM KPP PRATAMA KLATEN 
1. Sejarah Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten 
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP.315/ 
KMK.01/ 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal 
Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten adalah instansi vertikal 
Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggungjawab 
langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa 
Tengah II.  
Kantor Pelayanan Pajak Klaten merupakan bagian dari Kantor 
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November 2007 wilayah Propinsi Jawa Tengah dibagi menjadi dua kantor 
wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I dan Jawa Tengah II.   
Kantor Pelayanan Pajak Klaten berdiri pada November 1989 dan 
diresmikan oleh Direktur Jenderal Pajak pada tanggal 13 Januari 1994. 
Pada tahun 1989 Kantor Pelayanan Pajak Klaten masih berbentuk kantor 
dinas luar tingkat I Klaten dibawah inspeksi pajak Surakarta dan pada tahun 
1998 dengan pertimbangan pokok semakin banyaknya jumlah wajib pajak 
dan semakin besarnya pemasukan uang pajak. Maka kantor dinas luar 
tingkat I Klaten ditingkatkan menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 
Klaten dan pada tahun 2007 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten di 
pecah lagi, menjadi Kantor Pelayanan Pajak Klaten dan Kantor Pelayanan 
Pajak Sukoharjo. 
Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 141/ PJ/ 2007 
tanggal 3 Oktober 2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan saat 
Mulai Beroperassinya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa 
Tengah II dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Daerah Istimewa 
Yogyakarta, serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, 
Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah 
Direktorat Jenderal Pajak I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak II, 
dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Istimewa Yogyakarta, 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten memiliki tugas, fungsi dan struktur 

















































Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 161/ KMK.1/ 2005 
dan 162/ KMK.1/ 2005 tanggal 7 Juni 2005 disebutkan bahwa Kantor 
Pelayanan dalam bidang Pajak Bumi dan Bangunan serta Pemeriksaan 





Dalam menjalankan tugasnya, Kantor Pelayanan Pajak 
menyelenggarakan fungsi: 
1) Percepatan pelayanan kepada wajib pajak. 
2) Intensifikasi, ekstensifikasi, penagihan dan pengawasan administrasi 
PPh. 
3) Intensifikasi, ekstensifikasi, penagihan dan pengawasan PPN dan 
PTLL. 
4) Intensifikasi, ekstensifikasi dan penagihan PBB dan BPHTB. 
5) Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak. 
6) Pengamatan potensi pajak dan penyuluhan pajak kepada masyarakat. 
Adapun wilayah kerja KPP Pratama Klaten meliputi wilayah 
Kabupaten Klaten yang terdiri dari 26 kecamatan. Tabel wilayah kerja KPP 








































































2. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten 
Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten mengacu pada visi 
Direktorat Jenderal Pajak yaitu “Menjadi Institusi pemerintah yang 
menyelenggarakan sistem administrasi perrpajakan yang modern, efektif, 
efisien dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme 
yang tinggi”. Visi disini menunjukkan gambaran yang jelas dan tegas 
mengenai sosok Organisasi Direktorat Jenderal Pajak yang dicita-citakan 
dan ingin dicapai di masa mendatang. 
Adapun misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten yang juga 
mengacu dari misi Direktorat Jenderal Pajak adalah “Menghimpun 
Penerimaan pajak Negara berrdasarkan Undang- Undang Perpajakan yang 
mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan anggaran Pendapatan dan 
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3. Struktur Organisasi KPP Pratama Klaten 
Organisasi adalah suatu wadah yang terdiri atas 2 (dua) orang atau 
lebih yang melakukan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan yang telah 
ditetapkan. Struktur Organisasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten 
didukung oleh 82 pegawai. Adapun organisasi unit Eselon IV di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Klaten adalah: 
a. Sub Bagian Umum 
b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi 
c. Seksi Pelayanan 
d. Seksi Penagihan 
e. Seksi Pemeriksaan 
f. Seksi Ekstensifikasi 
g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I – III 
h. Pejabat Fungsional yang terdiri atas: 
· Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak 
· Pejabat Fungsional Penilai PBB 
Keseluruhan jumlah pegawai per Maret 2011 adalah dengan rincian 
sebagai berikut : 
1) Seorang Kepala Kantor (Eselon III) 
2) Delapan sebagai Kepala Seksi (Eselon IV) 
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4) Sebelas sebagai Pemeriksa Pajak 
5) Dua sebagai Juru Sita Pajak 





Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten adalah 
sebagai berikut: 
Gambar 2.1 

























Muhammad Sukri Subki 







































2 Juru Sita 5 
Pelaksana 



























































4. Deskripsi Jabatan/ Uraian Jabatan 
Sistem dan Prosedur kerja di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten 
meliputi: 
a. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 
Kepala Kantor memiliki tugas dan mengkoordinasi dan 
mengendalikan kegiatan operasional di bidang Pajak Penghasilan (PPh), 
Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah 
(PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Tidak Langsung 
lainnya untuk meningkatkan pemenuhan kewajiban perpajakan serta 
mengelola pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib 
Pajak di bidang perpajakan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
b. Kepala Sub Bagian Umum 
Melaksanakan tugas pelayanan kesekretariatan dengan cara 
mengatur kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga 
serta perlengkapan untuk menunjang kelancaran tugas Kantor Pelayanan 
Pajak antara lain: 
1) Mengkoordinasi pelaksanaan Tata Usaha dan Kepegawaian yang 
bertugas membantu Kepala Kantor Pelayanan Pajak dalam urusan tata 


















































2) Membantu Kepala Kantor Pelayanan Pajak dalam urusan keuangan. 
3) Mengkoordinasi pelaksanaan rumah tangga, yang bertugas membantu 
Kepala Kantor Pelayanan Pajak dalam urusan rumah tangga 
perlengkapan. 
4) Membimbing pegawai untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, 
dan profesionalisme di Sub bagian Umum. 
c. Kepala Seksi Penagihan 
Bertugas mengkoordinir tugas-tugas koordinasi pelaksanaan dan 
bertanggung jawab terhadap kelancaran dan tugas untuk dilaporkan 
kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak, sedangkan segala urusan yang 
ada pada seksi penagihan di bantu oleh: 
1) Pelaksana administrasi piutang pajak 
Yang bertugas membantu urusan penatausahaan piutang pajak, usulan 
penghapusan pajak, dan penundaan angsuran. 
2) Juru sita Pajak 
Bertugas membantu penyiapan surat teguran, surat paksa, surat 
perintah melaksanakan penyitaan, usul, lelang dan dukungan 
penagihan lainnya serta melakukan penagihan pajak atas wajib pajak. 
3) Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) 
Seksi PDI mempunyai tugas, yaitu melaksanakan pengumpulan, 
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dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, 
pemantauan aplikasi e-SPT dan e-filing serta penyiapan laporan 
kinerja. Uraian  tugas  dari  seksi  PDI antara lain: 
a) Menyusun Estimasi Penerimaan Pajak berdasarkan potensi pajak, 
perkembangan ekonomi dan keuangan. 
b) Melaksanakan urusan tata usaha penerimaan perpajakan. 
c) Melaksanakan kegiatan teknis operasional komputer, pemeliharaan 
basis data, back up data, transfer data dan recovery data, perangkat 
lunak, perangkat keras, dan jaringan computer di lingkungan KPP 
4) Kepala Seksi Pemeriksaan 
Seksi pemeriksaan mempunyai tugas Melaksanakan penyusunan 
rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, 
penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta 
administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya. 
5) Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi 
Seksi Pengawasan dan Konsultasi terdiri dari 3 (tiga) waskon, yaitu 
waskon I, waskon II, dan waskon III. Seksi pengawasan dan 
konsultasi masing-masing mempunyai tugas melaksanakan 
pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, 
bimbingan/ himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis 
perpajakan, penyusunan Profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib 
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intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan 
ketentuan yang berlaku. 
6) Kepala Seksi Ekstensifikasi 
Seksi ekstensifikasi mempunyai tugas melaksanakan pengamatan 
potensi perpajakan, pencarian data dari pihak ketiga, pendataan obyek 
dan subyek pajak, penilaian obyek pajak dalam rangka ekstensifikasi 
perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. 
7) Fungsional 
Mempunyai tugas melakukan urusan penyuluhan serta pelayanan 
konsultasi dibidang perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan 
yang berlaku. Hal ini dimaksudkan bagi wajib pajak yang belum 
mengetahui tentang pajak dan kegunaannya, yang dibantu oleh: 
a) Fungsional Pemeriksaan 
Bertugas melakukan pemeriksaan atas kepatuhan wajib pajak dalam 
melakukan kewajiban perpajakannya. 
b) Fungsi Penilai 
Bertugas melakukan penilaian atas objek pajak untuk menentukan 
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B. LATAR BELAKANG 
Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang sangat penting bagi 
pemerintah dan pelaksanaan pembangunan. UUD 1945 telah menempatkan 
kewajiban perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan 
dan sebagai sarana peran serta dalam pembiayaan Negara dan pembangunan 
nasional untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Semakin tinggi 
tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak semakin besar pula 
dana yang akan masuk ke kas Negara. Sehingga dapat diharapkan 
pembangunan akan berjalan lancar. 
Peranan penerimaan pajak dalam mendukung pembiayaan anggaran 
pendapatan dan belanja Negara dari tahun ke tahun senantiasa meningkat. 
Dalam APBN beberapa tahun terakhir kontribusi pajak dalam mendukung 
pembiayaan Negara diperkirakan mencapai 70%. Hal ini menunjukan kepada 
kita bahwa peranan pajak akan semakin menentukan jalannya roda 
pemerintahan di masa yang akan datang. Peningkatan dari ekstensifikasi 
maupun intensifikasi jenis pajak turut meningkatkan penerimaan Negara. 
Salah satu penyebab peningkatan penerimaan pajak diatas adalah karena 
pemerintah semenjak tahun 1984, pemerintah memberlakukan reformasi 
perpajakan dengan menerapkan sistem self asessment system dalam 
pemungutan pajak yang memberikan wewenang pada wajib pajak untuk 
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Dalam rangka peningkatan dan penerimaan pajak perlu dilakukan 
peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak baik secara persuasif maupun 
secara aktif. Namun apabila upaya-upaya tersebut tidak berjalan secara 
optimal diperlukan tindakan tegas dari fiskus dalam pemungutan pajak ini. 
Hal ini disebabkan karena pajak merupakan iuran kepada Negara yang 
bersifat memaksa dan tidak mendapat imbalan jasa secara langsung. Atas 
dasar tersebut perlu dilakukan penagihan secara aktif maupun persuasif. 
Sebagai salah satu integral dari penerimaan pajak, Pajak Penghasilan 
turut menyumbang penerimaan Negara yaitu ke pemerintahan pusat. Pajak 
Penghasilan yang pengenaannya diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 
1983 yang berlaku sejak 1 Januari 1984 sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang No. 17 tahun 2000 dan terakhir kali diubah dengan Undang-
Undang No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat Undang-Undang No. 
7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Pelaksanaan pemungutan Pajak 
Penghasilan di lakukan oleh Pemerintah Pusat. Pajak penghasilan dikenakan 
terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterimanya. Wajib pajak dapat 
menghitung dan melunasi pajaknya melalui dua cara yaitu pembayaran 
sendiri oleh wajib pajak (PPh Pasal 25), dan pembayaran pajak melalui 
pemotongan atau pemungutan pihak ketiga (orang pribadi atau badan baik 
swasta maupun pemerintah) berupa kredit pajak yang dapat diperhitungkan 
dengan jumlah pajak terutang selama tahun pajak seperti PPh Pasal 21, PPh 
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Dalam hal ini penulis akan membahas tentang PPh Pasal 4 ayat 2 
tentang Pajak Penghasilan Final atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas 
Tanah dan/ atau Bangunan. Pemberlakuan Pajak Penghasilan atas 
Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan 
dilatarbelakangi pemikiran bahwa tanah dan bangunan sebagai  bagian dari 
sumber daya alam memiliki fungsi sosial, disamping memenuhi kebutuhan 
dasar untuk papan dan lahan usaha, juga memberikan manfaat ekonomi bagi 
pemiliknya. Oleh karena itu, setiap tambahan harta atau penghasilan dari 
pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan adalah wajar menyerahkan 
sebagian dari nilai ekonomisnya yang diperoleh kepada Negara melalui 
pembayaran pajak  yaitu Pajak Penghasilan dari Penghasilan atas Pengalihan 
Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan. Namun pada prakteknya banyak Wajib 
Pajak yang kurang mampu  tidak bisa memenuhi kewajiban perpajakan PPh 
pasal 4 ayat 2 ini. Sehingga Wajib Pajak dapat mengajukan Surat Ketetapan 
Bebas PPh Pasal 4 ayat 2 dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan 
Direktur Jenderal Pajak No. 30/ PJ/ 2009 tentang tata cara pemberian 
pengecualian dari kewajiban pembayaran atau pemungutan Pajak 
Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/ atau 
Bangunan. Berdasarkan uraian diatas, penulis mencoba ingin menguraikan 
“EVALUASI PENGAJUAN SKB PPH PASAL 4 AYAT 2 ATAS 
PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ ATAU 
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C. RUMUSAN MASALAH 
1. Bagaimana prosedur pengajuan SKB PPh Pasal 4 ayat 2 atas penghasilan 
dari pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan di KPP Pratama Klaten? 
2. Berapa persentase pengajuan SKB PPh tersebut dari tahun sebelumnya 
sampai sekarang, persentase yang diterima dan ditolak pengajuannya?  
3. Mengapa persentase pengajuan SKB dari tahun ke tahun mengalami 
peningkatan?   
4. Dampak apa yang muncul bagi fiskus setelah diterbitkannya SKB PPh 
pasal 4 ayat 2 atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/ atau 
bangunan?  
 
D. TUJUAN PENELITIAN  
1. Untuk mengetahui prosedur pengajuan SKB PPh pasal 4 ayat 2 atas 
penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan di KPP 
Pratama Klaten.  
2. Untuk mengetahui tingkat perkembangan pengajuan SKB PPh pasal 4 ayat 
2 atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan di 
KPP Pratama Klaten.  
3. Untuk mengetahui penyebab peningkatan pengajuan SKB PPh pasal 4 ayat 
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4. Untuk mengidentifikasi dampak-dampak yang muncul bagi fiskus setelah 
diterbitkannya SKB PPh pasal 4 ayat 2 atas penghasilan dari pengalihan 
hak atas tanah dan/ atau bangunan. 
 
E. MANFAAT PENELITIAN  
1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten, dapat dijadikan bahan 
pertimbangan dan masukan. 
2. Bagi penulis, untuk mengimplementasikan ilmu yang diperoleh penulis dari 
perkuliahan dan magang ke dalam dunia nyata melalui karya ilmiah. 
3. Bagi pihak lain, sebagai informasi dan masukan kepada masyarakat untuk 
mengetahui prosedur pengajuan SKB PPh pasal 4 ayat2 atas penghasilan 
dari pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan. 
 
F. TEKNIK ANALISIS DATA 
1. Objek Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten. Hal 
yang ingin dikaji yaitu mengenai prosedur pengajuan SKB PPh pasal 4 ayat 
2 atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan.  
2. Jenis dan Sumber Data 
a. Jenis Data 
Jenis data yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah (Moh. 
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1) Data Kualitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, 
kalimat, dan gambar.  
2) Data Kuantitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka 
atau data kuantitatif yang diangkakan.  
b. Sumber Data berasal dari (Moh. Pambudu Tika, 1997:75): 
1) Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang 
diteliti mengenai data-data yang berhubungan langsung dengan 
peneliti.  
2) Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung 
dengan mempelajari buku-buku, literatur, makalah, Undang-
Undang Perpajakan yang berlaku, serta Surat Keputusan. 
3. Sumber data diambil dari (Aji Supriyanto, 1995:80): 
1) Informasi yaitu orang yang dipandang mengetahui permasalahan yang 
dikaji dan bersedia memberikan informasi. 
2) Dokumen merupakan sumber data yang memiliki posisi penting dalam 
penelitian kualitatif.  
4. Metode Analisis Data 
1) Metode Kepustakaan  
Penulis mempelajari dan mengumpulkan data berupa pengertian 
peranan dan kinerja dari berbagai literatur serta buku-buku dan diktat 
yang berkaitan dengan penelitian ini. (Moh. Pambudu Tika, 1997:88) 
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3) Metode Pemeriksaan Dokumen 
Penulis mengumpulkan dokumen-dokumen yang sudah maupun yang 
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BAB II 
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
 
A. TINJAUAN PUSTAKA 
1. Pengertian Pajak 
Pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat 
(wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya 
pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung.  
Menurut Soemitro, mendefinisikan pajak adalah iuran rakyat kepada kas 
negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada 
mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan 
yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2008:1). 
Soemahamidjaja mendefinisikan pajak yaitu iuran wajib berupa uang atau 
barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna 
untuk menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam 
mencapai kesejahteraan umum (Erly Suandy, 2005:10). 
Berdasar definisi diatas terlihat bahwa pajak harus berdasarkan undang-
undang yang disusun dan dibahas bersama antara pemerintah dan DPR 
sehingga pajak merupakan ketentuan berdasarkan kehendak rakyat, bukan 
kehendak penguasa semata. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjuk 


















































dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat baik yang membayar pajak maupun 
tidak membayar pajak.  
Dasar hukum Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah 
Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 mendefinisikan pajak adalah kontribusi 
wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan 
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.  
Definisi versi UU KUP ini nyaris hampir sama dengan definisi Soemitro,  
Kata-kata “iuran” diganti dengan kata “kontribusi” yang nadanya lebih positif 
karena mengandung makna partisipasi masyarakat. Kemudian ada tambahan 
“bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” yang membuat makna pajak 
lebih bernilai positif karena bertujuan untuk memakmurkan rakyat melalui 
penyediaan barang dan jasa publik seperti pertahanan, keamanan, pendidikan, 
kesehatan, jalan raya, dan fasilitas umum lainnya.  
Berdasarkan pengertian pajak tersebut maka terdapat ciri-ciri pajak yang 
terdapat dalam pengertian pajak antara lain (Early Suandy, 2005:11): 
a. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun 



















































b. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari 
sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut 
pajak/ administrator pajak).  
c. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum 
pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin 
maupun pembangunan. 
d. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh 
pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib 
pajak. 
e. Berfungsi sebagai budgeter atau mengisi kas negara/ anggaran negara yang 
diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pajak 
juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan 
negara dalam lapangan ekonomi dan sosial.  
2. Fungsi Pajak 
Ada dua macam fungsi pajak, yaitu fungsi penerimaan (budgetair) dan fungsi 
mengatur (regulair). Hal ini sesuai dengan pendapat dari Mardiasmo (2008:1) 
yaitu: 
a. Fungsi penerimaan (budgetair) 





















































b. Fungsi mengatur (regulair) 
Pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan 
pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Dalam fungsi ini, pajak 
mengarahkan perilaku sekelompok warga negara agar bertindak sesuai yang 
diinginkan. Contoh pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras 
untuk mengurangi konsumsi minuman keras. Contoh lain tarif pajak untuk 
ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran 
dunia. Kalau ditelusuri lebih jauh ada satu lagi fungsi pajak yang harus kita 
catat. Fungsi tersebut adalah fungsi distribusi kekayaan dimana kelompok 
yang lebih mampu akan membayar pajak lebih banyak sementara kelompok 
yang kurang mampu akan mendapatkan manfaat lebih banyak dibandingkan 
dengan pajak yang dia bayar. Bahkan untuk kelompok tertentu, seperti 
penerima BLT, penerima subsidi BBM, dan penerima subsidi pupuk, 
mungkin dia tidak membayar pajak tetapi dia mendapatkan manfaat 
langsung dari pajak.  
3. Syarat Pemungutan Pajak 
Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka 
pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut (Mardiasmo, 
2008:2):  
a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan) 
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang 


















































diantaranya mengenakan secara umum dan merata, serta disesuaikan 
dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaanya 
yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan 
keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada 
Majelis Pertimbangan Pajak.  
b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) 
Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini 
memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara 
maupun warganya.  
c. Tidak menganggu perekonomian (Syarat Ekonomis) 
Pemungutan tidak boleh menganggu kelancaran biaya produksi maupun 
perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian 
masyarakat. 
d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial) 
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan 
sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. 
e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana 
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong 
masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah 



















































4. Tata Cara Pemungutan Pajak 
a. Stelsel Pajak  
Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel (Mardiasmo, 
2008:6): 
1) Stelsel nyata (riel stelsel) 
Pengenaan pajak berdasarkan pada objek (penghasilan yang nyata) 
sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, 
yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.  
2) Stelsel anggapan (fictive stelsel) 
Pengenaan pajak didasrkann pada suatu anggapan yang diatur oleh 
undang-undang. Misalnya, penghasilan satu tahun dianggap sama 
dengan tahun sebelumnya., sehingga pada awal tahun pajak sudah bisa 
ditetapkan besarnya pajak terutang untuk tahun pajak berjalan. 
3) Stelsel campuran 
Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel 
anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu 
anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan 
dengan keadaan yang sebenarnya.  
b. Asas Pemungutan Pajak (Mardiasmo, 2008:7) 
1) Asas domisili (asas tempat tinggal) 
Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib pajak 


















































dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak 
dalam negeri. 
2) Asas sumber 
Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di 
wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. 
3) Asas kebangsaan 
Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.  
c. Sistem Pemungutan Pajak (Mardiasmo, 2008:7) 
1) Official Assessment System 
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 
pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang 
oleh Wajib Pajak.  
2) Self Assessment System 
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 
kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.  
3) With Holding System 
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 
kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang 
bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh 



















































5. Pengelompokan Pajak (Mardiasmo, 2008:5) 
a. Menurut golongannya 
1) Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib Pajak 
dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 
2) Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan 
atau dilimpahkan kepada orang lain. 
b. Menurut sifatnya 
1) Pajak subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 
subjeknya, dalam arti memperhatikan diri keadaan Wajib Pajak. 
2) Pajak objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 
memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 
c. Menurut lembaga pemungutnya 
1) Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.  
2) Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 
digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.  
6. Pajak Penghasilan 
Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang 
Pajak Penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-Undang 
No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Undang-undang ini telah 
mengalami beberapa kali perubahan yaitu Undang-Undang No. 17 Januari 


















































No. 36 Tahun 2008. Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan dimaksud 
tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal, 
yaitu keadilan, kemudahan, dan efisiensi administrasi serta peningkatan dan 
optimalisasi penerimaan negara dengan tetap mempertahankan self 
assessment system. 
Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pajak atas 
penghasilan (laba) yang diterima atau diperoleh pribadi ataupun badan. 
Undang-Undang PPh mengatur subjek pajak, objek pajak, serta cara 
menghitung dan cara melunasi pajak yang terutang. Undang-Undang PPh 
juga lebih memberikan fasilitas kemudahan dan keringanan bagi Wajib Pajak 
dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.  
Undang-Undang PPh menganut asas materril artinya, penentuan 
megenai pajak yang terutang tidak tergantung pada surat ketetapan pajak. 
a. Subjek Pajak dan Wajib Pajak 
Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek pajak atas penghasilan 
yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Yang menjadi 
Subjek Pajak adalah (Mardiasmo, 2008:129): 
1) Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai kesatuan 
menggantikan yang berhak.  
2) Badan, terdiri dari PT, CV, perseroan lainnya, BUMN/ BUMD, 
dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana 


















































organisasi social politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan 
bentuk badan lainnya. 
3) Bentuk Usaha Tetap (BUT) 
Subjek pajak dapat dibedakan menjadi: 
a) Subjek Pajak dalam negeri yang terdiri: 
1) Subjek Pajak orang pribadi yaitu:  
- Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia 
lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus 
berturut-turut) dalam jangka waktu 12 bulan (dua belas) bulan, 
atau 
- Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di 
Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.  
2) Subjek Pajak badan, yaitu badan yang didirikan atau bertempat 
kedudukan di Indonesia. 
3) Subjek Pajak warisan, yaitu warisan yang belum dibagi satu 
kesatuan, menggantikan yang berhak.  
b) Subjek Pajak luar negeri yang terdiri dari: 
1) Subjek Pajak orang pribadi, yaitu orang pribadi yang tidak 
bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih 
dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 


















































a) Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan  melalui bentuk 
usaha tetap di Indonesia. 
b) Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia 
bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui 
bentuk usaha tetap di Indonesia.  
2) Subjek Pajak badan, yaitu badan yang tidak didirikan dan tidak 
bertempat kedudukan di Indonesia yang: 
a) Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan  melalui bentuk 
usaha tetap di Indonesia. 
b) Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia 
bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui 
bentuk usaha tetap di Indonesia. 
Subjek Pajak dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila telah 
menerima atau memperoleh penghasilan. Sedangkan Subjek Pajak luar 
negeri sekaligus menjadi Wajib Pajak sehubungan dengan penghasilan 
yang diterima dari sumber penghasilan di Indonesia atau diperoleh 
melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dengan kata lain, Wajib Pajak 
adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif 




















































Perbedaan Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri, 
antara lain: 
Wajib Pajak Dalam Negeri Wajib Pajak Luar Negeri 
Dikenakan pajak atas penghasilan 
baik yang diterima atau diperoleh 
dari Indonesia dan dari luar 
Indonesia. 
Dikenakan pajak hanya atas 
penghasilan yang berasal dari 
sumber penghasilan di Indonesia. 
Dikenakan pajak berdasarkan 
penghasilan netto 
Dikenakan pajak berdasarkan 
penghasilan bruto 
Tarif pajak yang digunakan 
adalah tarif umum (tarif UU PPh 
pasal 17) 
Tarif pajak yang digunakan adalah 
tarif sepadan (tarif UU PPh pasal 
26) 
Wajib menyampaikan SPT Tidak wajib menyampaikan SPT 
 
b. Objek Pajak  
Penghasilan merupakan objek pajak. Penghasilan yaitu setiap 
tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib 
Pajak, yang berasal dari Indonesia mupun dari luar Indonesia, yang dapat 
dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang 
bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun. Termasuk dalam 
pengertian penghasilan usaha adalah (Mardiasmo, 2008:132): 
1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang 


















































bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalm bentuk lainnya, 
kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. 
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.  
3. Laba usaha. 
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: 
a) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, 
persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau 
penyertaan modal.  
b) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan 
lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, 
atau anggota. 
c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, 
pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha. 
d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau 
sumbangan, kecuali diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis 
keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan 
pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk 
koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak 
ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau 
penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.  



















































6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan lain karena jaminan 
pengembalian utang. 
7. Dividen, dengan nama dan bentuk apapun, termasuk dividen dari 
perusahaan asuransi kepada polis, dan pembagian sisa hasil usah 
koperasi. 
8. Royalti. 
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. 
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. 
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah 
tersebut dapat tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 
12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing. 
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. 
14. Premi asuransi. 
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang 
terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.     
16. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum 
dikenakan pajak. 
Penghasilan tersebut dapat dikelompokkan menjadi: 
a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan 
bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, 
notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya. 


















































c. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga, 
dividen, royalti, keuntungan dari penjualan harta yang tidak 
digunakan, dan sebagainya. 
d. Penghasilan lain-lain yaitu penghasilan yang tidak dapat 
diklasifikasikan ke dalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan di 
atas seperti: 
1) Keuntungan karena pembebasan utang. 
2) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing. 
3) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. 
4) Hadiah undian. 
Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri, yang menjadi Objek Pajak adalah 
penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. 
Sedangkan Wajib Pajak Luar Negeri, yang menjadi Objek Pajak hanya 
penghasilan yang berasal dari Indonesia saja.  
c. Tidak Termasuk Objek Pajak 
Tidak termasuk sebagai Objek Pajak adalah (Mardiasmo, 2008:131): 
1. Bantuan sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil 
zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh 
Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.   
2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis 
keturunan lurus satu derajat, dan oleh badab keagamaan atau badan 


















































yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada 
hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan 
antara pihak-pihak yang bersangkutan. 
3. Warisan. 
4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai 
pengganti saham atau penyertaan modal. 
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa 
yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan 
dari Wajib Pajak atau Pemerintah. 
6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi 
sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi 
jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.  
7. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan 
terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, atau 
BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan 
bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: 
a) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. 
b) Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima 
dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah 
modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar 


















































8. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya 
telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh 
pemberi kerja maupun pegawai. 
9. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun 
sebagaimana dimaksud pada angka 7, dalam bidang-bidang tertentu 
yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 
10. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan 
komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, 
persekutuan, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.  
11. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana 
selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau 
pemberian izin usaha. 
12. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura 
berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan 
menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan 
pasangan usaha tersebut: 
a) Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan 
kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan 
Keputusan Menteri, dan 



















































7. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2   
Pajak Penghasilan atas Bunga, Sewa, dan Imbalan Jasa konsultan, dan 
Jasa Konstruksi yang Diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 4 ayat 2 
Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa: “Atas penghasilan 
berupa bunga deposito, dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari 
transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari 
pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan 
tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.” 
1. Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Bunga Deposito dan 
Tabungan, dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia. 
Pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan berupa bunga 
deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 
diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 131 tahun 2000. Menurut PP No. 
131 tahun 2000, atas penghasilan berupa bunga yang berasal dari deposito 
dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima oleh Wajib Pajak dalam 
negeri dan BUT dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. 
Besarnya PPh yang dipotong adalah 20% dari jumlah bruto. Sedangkan 
bagi Wajib Pajak Luar Negeri selain Bentuk Usaha Tetap, besarnya PPh 
yang dipotong adalah 20% dari jumlah bruto atau tarif berdasarkan 
Perjanjian Pengindaran Pajak Berganda yang berlaku. Pemotongan PPh 


















































a) Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan 
di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. 
b) Bunga deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia, 
sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank 
Indonesia tersebut tidak melebihi Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima 
ratus ribu rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang terpecah-pecah.  
c) Bunga deposito dan tabungan, serta diskonto SBI yang diterima atau 
diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri 
Keuangan. 
d) Bunga pada tabungan bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka 
pemilikan rumah sederhana, kaveling siap bangun untuk rumah 
sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku, untuk dihuni sendiri.  
2. Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga atau Diskonto 
Obligasi yang Dijual di Bursa Efek. 
Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga atau 
diskonto obligasi yang dijual di bursa efek diatur dengan Peraturan 
Pemerintah No. 6 tahun 2002. Menurut PP No. 6 tahun 2002, atas 
penghasilan yang diterima Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto 
obligasi yang diperdagangkan dan/ atau dilaporkan di bursa efek 
dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Beasrnya pajak 


















































a. Atas bunga obligasi dengan kupon (interest bearing bond) sebesar: 
1) 20% (dua puluh persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT 
2) 20% (dua puluh persen) atau tarif sesuai ketentuan persetujuan 
Penghindaran Pajak (P3B) yang berlaku, bagi Wajib Pajak 
penduduk/ berkedudukan di luar negeri, dari jumlah bruto bunga 
sesuai dengan masa kepemilikan (holding period) obligasi.  
b. Atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar: 
1) 20% (dua puluh persen) atau tarif sesuai ketentuan persetujuan 
Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku, bagi Wajib Pajak 
penduduk/ berkedudukan di luar negeri.  
2) 20% (dua puluh persen) atau tarif sesuai ketentuan persetujuan 
Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku, bagi Wajib Pajak 
penduduk/ berkedudukan di luar negeri, dari selisih harga jual 
obligasi atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak 
termasuk bunga berjalan (accrued interest).   
c. Atas diskonto obligasi tanpa bunga (zero coupon bond) sebesar: 
1) 20% (dua puluh persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT. 
2) 20% (dua puluh persen) atau tarif sesuai ketentuan persetujuan 
Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku, bagi Wajib Pajak 
penduduk/ berkedudukan di luar negeri, dari selisih harga jual 


















































3. Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Sewa Tanah dan/ atau 
Bangunan. 
Pengenaan pajak penghasilan berupa sewa tana dan/ atau bangunan 
dengan Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1996 sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2002. Menurut 
ketentuan tersebut penghasilan berupa sewa tanah dan/ atau bangunan 
dikenakan Pph yang bersifat final. Besarnya PPh yang dipotong adalah 
sebesar 10% baik atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak badan 
atau orang pribadi dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/ atau 
bangunan.  
4. Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/ 
atau Bangunan. 
Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/ atau 
Bangunan yaitu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang 
pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan 
wajib dibayar Pajak Penghasilan. Pengalihan hak atas tanah dan/ atau 
bangunan adalah: 
a. Penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, 
penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati dengan 
pihak lain selain Pemerintah. 
b. Penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak atau cara 


















































pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan 
persyaratan khusus. 
c. Penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara 
lain kepada Pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk 
kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus. 
Pembayar atau penyetor PPh adalah: 
a) Orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh 
penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan 
b) Bendaharawan Pemerintah atau Pejabat yang melakukan pembayaran 
atau menyetujui tukar-menukar 
Tarif dan dasar pengenaan pajak; 
1. Wajib pajak orang pribadi, yayasan organisasi sejenis baik merupakan 
usaha pokok maupun diluar usaha pokok yang mengalihkan hak atas 
tanah dan/ atau bangunan wajib memebayar PPh final 5% (lima 
persen) dari jumlah pengalihan, yaitu nilai tertinggi antara nilai 
berdasarkan akta pengalihan hak dengan Nilai Jual Objek Pajak 
(NJOP) tanah dan/ atau bangunan kecuali: 
a) dalam hal pengalihan hak kepada Pemerintah, adalah nilai 
berdasarkan keputusan Pejabat yang bersangkutan, 
b) dalam hal pengalihan hak, sesuai dengan peraturan lelang adalah 


















































Dalam hal pengalihan hak kepada Pemerintah, PPh final 5% dipotong 
oleh Bendaharawan Pemerintah atau Pejabat yang berwenang, NJOP 
adalah NJOP menurut Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak 
Bumi dan Bangunan (SPPT PBB), atau dalam hal SPPT belum terbit 
adalah NJOP tahun sebelumnya. Apabila tanah dan/ atau bangunan 
belum terdaftar dalam Kantor Pelayanan PBB, maka NJOP yang 
dipakai adalah NJOP menurut  Surat Keterangan yang diterbitkan oleh 
Kepala Kantor Pelayanan PBB setempat.  
2. Wajib Pajak Badan atau Koperasi yang usaha pokoknya melakukan 
transaksi pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan pengenaan 
PPhnya berdasarkan Pasal 16 ayat 1 dan Pasal 17 Undang-undang PPh 
dan tidak final. 
3. Wajib Pajak Badan yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/ 
atau bangunan diluar kegiatan pokoknya, wajib membayar PPh 5% 
dari jumlah bruto pengalihan hak dan tidak final.  
B. PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA 
Pemberian pengecualian dari kewajiban pembayaran atau pemungutan  
Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah 
dan/ atau Bangunan yaitu: 
1. Orang pribadi yang mempunyai penghasilan dibawah Penghasilan Tidak 


















































dengan jumlah bruto pengalihan kurang dari Rp60.000.000,00 (enam puluh 
juta) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. 
2. Orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari 
pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan kepada Pemerintah guna 
pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan 
persyaratan khusus. 
3. Orang pribadi yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan 
dengan cara hibah kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu 
derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan social termasuk yayasan, 
koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang 
ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, 
sepanjang hibah tersebut tidak ada sehubungannya dengan usaha, pekerjaan, 
kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. 
4. Badan yang melakukan pengalihan tanah dan/ atau bangunan dengan cara 
hibah kepada badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk 
yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan 
kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri 
Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada sehubungannya dengan usaha, 
pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang 
bersangkutan. 


















































6. Pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan oleh badan atau orang pribadi 
yang tidak termasuk subjek pajak. 
Pengecualian dari kewajiban pembayaran atau pemungutan Pajak 
Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan 
diberikan dengan penerbitan Surat Ketetapan Bebas Pajak Penghasilan atas 
penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan. Permohonan 
untuk memperoleh Surat Ketetapan Bebas Pajak Penghasilan atas penghasilan 
dari pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan adalah sebagai berikut: 
1. Permohonan diajukan secara tertulis oleh orang pribadi atau badan yang 
mengalihkan hak atas tanah dan/ atau bangunan ke Kantor Pelayanan Pajak 
tempat orang pribadi atau badan tersebut terdaftar atau bertempat tinggal 
dengan format sesuai dengan  lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak. 
2. Dalam hal pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan karena warisan, 
pengajuan permohonan SKB diajukan oleh ahli waris. 
3. Pengajuan SKB atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/ atau 
bangunan yang diajukan oleh: 
a. Orang pribadi yang jumlah bruto pengalihan kurang dari Rp60.000.000,00 
dan penghasilan total tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak: 
1) Surat Pernyataan Berpenghasilan dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak 
dan jumlah bruto pengalihan hak atas tanah dan/ bangunan dengan 
jumlah kurang dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta) dengan format 


















































2) Fotokopi Kartu Keluarga, 
3) Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan 
Bangunan tahun bersangkutan. 
b. Orang pribadi atau badan yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/ 
atau bangunan dengan cara hibah, permohonan harus dilampiri dengan 
Surat Pernyataan Hibah dengan format sesuai dengan lampiran III di 
Peraturan Direktur Jenderal Pajak. 
c. Untuk ahli waris, permohonan harus dilampiri Surat Pernyataan Pembagian 
Warisan dengan format sesuai dengan lampiran IV di Peraturan Direktur 
Jenderal Pajak 
4. Atas permohonan Surat Ketetapan Bebas Pajak Penghasilan atas penghasilan 
hak atas tanah dan/ atau bangunan, Kepala Kantor Pelayanan Perpajakan 
harus memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari 
kerja sejak tanggal surat permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak 
Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/ atau 
bangunan diterima secara lengkap. 
5. Apabila dalam jangka waktu tersebut Kepala Kantor Pelayanan Pajak tidak 
memberikan keputusan, permohonan dianggap dikabulkan dan Kepala Kantor 
Pelayanan Pajak harus menerbitkan Surat Ketetapan Bebas Pajak Penghasilan 
atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan sesuai 



















































6. Dalam hal permohonan Surat Ketetapan Bebas Pajak Penghasilan atas 
penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan tersebut 
diterima, Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus menerbitkan Surat Ketetapan 
Bebas Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/ 
atau bangunan dengan format sesuai dengan lampiran V di Peraturan Direktur 
Jenderal Pajak. 
7. Apabila permohonan Surat Ketetapan Bebas Pajak Penghasilan atas 
penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan tersebut 
ditolak, Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus menyampaikan pemberitahuan 
penolakan dengan format sesuai dengan lampiran VI di Peraturan Direktur 
Jenderal Pajak. 
Untuk pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan kepada pemerintah 
untuk pelaksanaan pembangunan demi kepentingan umum dan pengalihan hak 
atas tanah dan/ atau bangunan oleh badan atau orang pribadi yang tidak termasuk 
subjek pajak diberikan secara langsung tanpa penerbitan Surat Ketetapan Bebas 
Pajak Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan.   
Selain itu dalam pengajuan permohonan SKB Wajib pajak Orang Pribadi di KPP 
Pratama Klaten juga harus menyertakan data kelengkapan sebagai berikut: 
1. SSPD-BPHTB 
Untuk mengetahui besarnya nilai pengalihan hak atas tanah dan/ atau 
bangunan, apakah jumlah brutonya kurang dari Rp60.000.000,00 dan berapa 


















































2. Surat Keterangan dari Kepala Desa 
Surat yang menerangkan bahwa keadaan Wajib Pajak tidak mampu dari 
kelurahan. 
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga 
Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk mengetahui domisili Wajib Pajak. Kartu 
Keluarga (KK) untuk mengetahui jumlah tanggungan keluarga dan alamat 
yang benar. 
4. Fotokopi SPPT PBB tahun bersangkutan beserta tanda bukti lunasnya 
Untuk mengetahui apakah Wajib Pajak telah melunasi Pajak Bumi dan 
Bangunan pada tahun yang bersangkutan dan tidak memiliki tunggakan pajak. 
5. Fotokopi sertifikat tanah 
Untuk mengetahui  kepemilikan yang sebenarnya tentang objek pajak.  
6. Fotokopi buku tanah 
Untuk mengetahui sama atau tidaknya letak objek pajak yang diajukan dalam 
surat permohonan SKB. 
7. Fotokopi keterangan dari notaris yang akan membuat akte pengalihan. 
Yang menerangkan tentang nama, alamat yang mengalihkan dan yang 
mendapat pengalihan tanah dan/ atau bangunan tersebut. 
Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang bersifat final dapat 
diterbitkan kepada Wajib Pajak Badan yang usaha pokoknya melakukan transaksi 
pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan (WP Badan Real Estate) apabila 


















































1. pengalihan hak (penjualan) atas tanah dan/ atau bangunan dilakukan sebelum 
tanggal 1 Januari 2009 
2. penghasilan atas pengalihan hak tersebut telah dilaporkan dalam Surat 
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang bersangkutan dan 
Pajak Penghasilan atas penghasilan tersebut telah dilunasi 
3. permohonan diajukan oleh Wajib Pajak Badan real estate yang melakukan 
pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan disertai lampiran berupa daftar 
tanah dan/ atau bangunan sesuai dengan format yang ditetapkan yang diisi 
dengan lengkap meliputi: nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 
pembeli tanah dan/ atau bangunan.  
Sehubungan dengan nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 
ditegaskan bahwa: 
1. NPWP  pembeli wajib dicantumkan dalam permohonan SKB, kecuali 
berdasarkan ketentuan perpajakan pembeli tersebut tidak wajib memiliki 
NPWP. 
2. Nama pembeli yang tercantum dalam permohonan SKB adalah pembeli yang 
tercantum dalam Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB). 
3. Dalam hal terjadi perubahan PPJB sehingga Wajib Pajak Badan real estate 
menerima atau memperoleh penghasilan dari perubahan PPJB tersebut, maka 
SKB hanya dapat diterbitkan apabila Wajib Pajak Badan real estate dapat 
membuktikan bahwa penghasilan dari perubahan PPJB tersebut telah 


















































tahun pajak yang bersangkutan dan Pajak Penghasilan atas penghasilan 
tersebut telah dilunasi. 
Permohonan penerbitan Surat Keterangan Bebas atas pengalihan hak atas 
tanah dan/ atau bangunan oleh Wajib Pajak Badan real estate untuk SPT yang 
telah daluarsa dan belum diperiksa, dapat diajukan pada KPP Pratama Klaten 
melalui Tempat Pelayanan Terpadu  (TPT). Syarat mengajukan SKB dengan 
melampirkan SPT tahunan Pajak Penghasilan beserta lampirannya dan daftar 
nominatif pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan yang dimintakan SKB-
nya. SKB akan diberikan apabila dari hasil penelitian atas Lembar Hasil 
Pemeriksaan (LHP) dapat diyakini bahwa penghasilan dari transaksi dari 
pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan telah masuk dalam LHP, dan jika 
terdapat Penghasilan Kena Pajak maka PPh terutang telah dibayar sesuai dengan 
ketentuan. Setelah 3 (tiga) hari kerja terhitung dari tanggal sejak pengajuan 
permohonan SKB, Wajib Pajak dapat mengambil Surat Keputusan melalui Tempat 
Pelayanan Terpadu di KPP Pratama Klaten.  
Pengajuan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas penghasilan dari 
pengalihan tanah dan/ atau bangunan terdapat juga hambatan bagi Wajib Pajak 
untuk memperoleh SKB tersebut, apabila tanah dan/ atau bangunan belum 
terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten, maka Wajib Pajak untuk 
memperoleh besarnya Nilai Jual Objek Pajak, orang pribadi atau badan yang 
melakukan pengalihan tersebut harus meminta surat keterangan mengenai 


















































yang bersangkutan dan dalam permintaan surat keterangan tersebut membutuhkan 
waktu yang cukup lama karena harus melalui prosedur-prosedur yang telah 
ditentukan. 
Pengajuan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas penghasilan dari 
pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan sejak dikeluarkannya Peraturan 
Direktur Jenderal Pajak No. 30/ PJ/ 2009, di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Klaten mengalami peningkatan. Berikut ini data mengenai jumlah pengajuan SKB 
Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/ atau 
bangunan di KPP Pratama Klaten dari tahun 2009-2011. 
 
Tabel II.1 












2009 6 3 3 - 
2010 32 25 7 433.3% 
2011 250 174 76 3.633,3% 
Jumlah 288 202 86 4.066,6% 
Sumber: KPP Pratama Klaten, 2011 
Berdasarkan pada data tersebut dapat diketahui bahwa pengajuan Surat 
Ketetapan Bebas Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas 
tanah dan/ atau bangunan mengalami peningkatan yang sangat tinggi dari tahun 
2009-2011. Data pada tahun 2011 baru diambil sampai akhir bulan April, tetapi 
kenaikan telah mencapai 36 kali lipat atau sebesar 3.633,3%. Persentase pengajuan 


















































50%. Pada tahun 2010 pengajuan yang diterima sebesar 78% lebih besar daripada 
pengajuan yang ditolak. Selain itu pada tahun 2011, pengajuan yang diterima 
sebesar 69,6% dan 30,4% ditolak. Total keseluruhan jumlah pengajuan sampai 
saat ini, bahwa 70,13% pengajuan diterima dan 29,87% pengajuannya ditolak. 
Pengajuan yang diterima karena telah sesuai dengan peraturan yang telah 
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak dan data pendukung yang diajukan 
lengkap. Pengajuan yang ditolak pasti ada sebab mengapa pengajuan tersebut 
ditolak. Selama penulis melakukan magang kerja di KPP Pratama Klaten, penulis 
melakukan berbagai pengamatan tentang penolakan pengajuan SKB di KPP 
Pratama Klaten disebabkan oleh beberapa hal berikut: 
1. Wajib Pajak salah melampirkan fotokopi SPPT objek pajak, misal fotokopi 
SPPT yang dilampirkan bukan dari tahun yang bersangkutan. 
2. SPPT yang dilampirkan tidak sesuai dengan data yang terdapat di buku tanah di 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten, seperti perbedaan letak atau lokasi 
objek pajak. 
3. Pengajuan permohonan SKB tidak dilakukan oleh Wajib Pajak. 
4. Tanda tangan antara surat permohonan SKB dan surat keterangan tidak mampu 
berbeda. 
5. Penghasilan Wajib Pajak diatas PTKP karena Wajib Pajak telah memiliki 
NPWP dan telah menyampaikan SPT tahunan. 
Jumlah pengajuan SKB PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah 


















































drastis. Hal ini terjadi karena peraturannya baru dibuat pada tahun 2009, yaitu 
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 30/ PJ/ 2009 tentang tata cara pemberian 
pengecualian dari kewajiban pembayaran atau pemungutan pajak penghasilan atas 
pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan dan Surat Edaran Direktur Jenderal 
Pajak No. SE-80/ PJ/ 2009 tentang pelaksanaan pajak penghasilan yang bersifat 
final atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan yang 
diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan 
hak atas tanah dan/ atau bangunan. Peraturan ini mulai disosialisasikan pada tahun 
2010 sehingga banyak Wajib Pajak yang keadaannya sesuai dengan yang 
disebutkan di peraturan tersebut mengajukan penerbitan SKB PPh atas 
penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan tersebut.   
Dengan diterbitkanya Surat Ketetapan Bebas Pajak PPh atas penghasilan 
dari pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan ini berpengaruh juga pada 
penerimaan pajak penghasilan. Apabila banyak dari Wajib Pajak yang mengajukan 
Surat Ketetapan pajak ini, berarti berkurang pula pajak penghasilan yang diterima 
oleh Pemerintah. Hal ini berakibat realisasi dari Pajak penghasilan tidak dapat 
mencapai target yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu dalam pemberian SKB ini, 
kinerja  fiskus harus dituntut lebih teliti dan kompeten agar dalam penerbitan SKB 
tersebut sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. 
Walaupun demikian, penerbitan Surat Ketetapan Bebas PPh atas 
penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan ini telah sesuai 


















































meringankan masyarakat yang tidak mampu atau berpenghasilan kurang dari 
Penghasilan Tidak Kena Pajak. Namun juga dapat berdampak negatif seperti, 
menimbulkan kecemburuan sosial bagi Wajib Pajak apabila dalam penerbitan 
SKB tidak sesuai dengan kondisi subjektif Wajib Pajak sehingga fiskus harus 
melakukan penelitian secara benar tentang pengajuan SKB oleh Wajib Pajak agar 


















































A. KELEBIHAN  
Berdasarkan deskripsi data mengenai evaluasi terhadap pengajuan Surat 
Ketetapan Bebas Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari pengalihan hak atas 
tanah dan/ atau bangunan di KPP Pratama Klaten  memiliki beberapa kelebihan: 
1. Prosedur yang dijalankan KPP Pratama Klaten dalam proses penerbitan SKB 
PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan telah 
sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 30/ PJ/ 2009. 
2. Dalam syarat pengajuan SKB PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas 
tanah dan/ atau bangunan telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak 
No. 30/ PJ/ 2009, tetapi di KPP Pratama Klaten disertai dengan data 
kelengkapan lain seperti Surat Keterangan dari Kepala Desa, SSPD BPHTB, 
fotokopi sertifikat tanah atau buku tanah. Hal ini bertujuan agar dalam 
penerbitan SKB tidak salah sasaran.  
3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten sering melakukan kegiatan sosialisasi 
kepada Wajib Pajak tentang prosedur pengajuan SKB PPh atas penghasilan 
dari pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan selain itu juga sering 




















































Selain terdapat kelebihan juga terdapat beberapa kelemahan dalam proses 
penerbitan SKB PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/ atau 
bangunan di KPP Pratama Klaten: 
1. Apabila dalam permohonan penerbitan SKB, tetapi tanah dan/ atau bangunan 
tersebut belum terdaftar pada KPP Pratama Klaten maka Wajib Pajak untuk 
mengetahui besarnya Nilai Jual Objek Pajak harus meminta Surat Keterangan 
tentang berapa Nilai Jual Objek Pajak pada tahun yang bersangkutan, dan 
dalam pengajuan tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama karena harus 
melalui beberapa prosedur yang telah ditentukan. 
2. Setelah terjadi proses pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan dan sudah 
diterbitkannya SKB, seharusnya dalam SPPT/ STTS PBB juga telah 
mengalami perubahan identitas kepemilikan tentang tanah dan/ atau bangunan 
tersebut, tetapi dalam kenyataan di lapangan  masih tertera nama kepemilikan 
tanah dan/ atau bangunan yang lama sehingga Wajib Pajak harus mengajukan 
permohonan pengubahan kepemilikan tanah dan/ atau bangunan yang baru 



















































Berdasarkan dari deskripsi data dan pengamatan yang dilakukan oleh penulis 
tentang Evaluasi Pengajuan Surat Ketetapan Bebas Pajak Penghasilan atas 
Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan di Kantor 
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Klaten terdapat beberapa kesimpulan yaitu: 
1. Prosedur Pengajuan Surat Ketetapan Bebas Pajak Penghasilan atas Pengalihan 
Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan oleh Wajib Pajak di KPP Pratama Klaten 
telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 30/ PJ/ 2009. 
Dalam pengajuan yang dilakukan oleh orang pribadi harus dilampiri Surat 
Pernyataan Berpenghasilan di Bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak, fotokopi 
Kartu Keluarga, fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi 
dan Bangunan. Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang melakukan 
pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan karena hibah harus 
melampirkan Surat Pernyataan Hibah. Pengalihan hak atas tanah dan/ atau 
bangunan karena warisan, diajukan oleh ahli waris dengan melampirkan Surat 
Pernyataan Pembagian Warisan. Untuk pengajuan penerbitan Surat Ketetapan 
Bebas untuk Wajib Pajak Badan yang usahanya pokoknya melakukan 
pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan diatur dalam Surat Edaran 


















































diatas, semua itu harus disertai data kelengkapan lainnya yang telah 
ditetapkan oleh KPP Pratama Klaten. 
2. Persentase pengajuan Surat Ketetapan Bebas Pajak Penghasilan atas 
penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan yang 
dilakukan Wajib Pajak di KPP Pratama Klaten mengalami perkembangan 
yang sangat pesat dari mulai tahun 2009 sampai tahun 2011. Dan dari 288 
pengajuan SKB yang diterima pengajuannya sebesar 202 dan sisanya ditolak. 
Tahun 2009 jumlah pengajuan yang diterima dan ditolak sama besar yaitu 
50% dari 6 jumlah pengajuan. Pada tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar 
433,3% dari 32 jumlah pengajuan, yang diterima sebesar 78% dan sisanya 
ditolak. Kenaikan paling tinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu mencapai 36 kali 
lipat atau sebesar 3.633,3% dari 250 jumlah pengajuan, dengan persentase 
70,13% diterima dan 29,87% ditolak.  
3. Jumlah pengajuan SKB Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan 
hak atas tanah dan/ atau bangunan di KPP Pratama Klaten dari tahun ke tahun 
mengalami peningkatan disebabkan karena seringnya sosialisasi yang 
dilakukan pada tahun 2010, sehingga Wajib Pajak yang keadaannya sesuai 
dengan peraturan yang telah ditentukan banyak yang mengajukan penerbitan 
SKB ini.  
4. Dampak yang muncul bagi fiskus setelah diterbitkannya Surat Ketetapan 
Bebas Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/ 


















































Target yang telah ditentukan oleh fiskus tidak dapat tercapai atau terealisasi 
dengan baik, karena diterbitkannya SKB ini, sedikit banyak mempengaruhi 
penerimaan Pajak Penghasilan. Walaupun demikian, penerbitan SKB ini dapat 
meringankan Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan dibawah Penghasilan 
Tidak Kena Pajak.  
 
B. SARAN 
Saran yang dapat penulis berikan antara lain: 
1. Bagi KPP Pratama Klaten, hendaknya dalam penerbitan Surat Ketetapan 
Bebas Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/ 
atau bangunan harus melakukan penelitian secara benar agar dalam penerbitan 
SKB tidak salah sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial bagi 
masyarakat. Bukan hanya dengan penelitian kantor saja, tetapi bisa dengan 
cara melakukan penelitian lapangan untuk memastikan keadaan subjek dan 
objek pajak yang diajukan dalam penerbitan Surat Ketetapan Bebas.  
2. Bagi Wajib Pajak, setelah diterbitkannya SKB atas pengalihan hak atas tanah 
dan/ atau bangunan  tersebut apabila dalam SPPT/ STTS PBB masih 
tercantum nama pemilik lama, sebagai Wajib Pajak yang baru sebaiknya 
melakukan pengajuan pembetulan SPPT/ STTS PBB supaya dalam 
penyampaian dan pembayaran PBB tidak ditemukan kesulitan dalam 
menemukan Wajib Pajak yang baru, selain itu agar Wajib Pajak yang lama 
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